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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Filsafat Hukum” ini
merupakan penelitian yang menjawab dua pertanyaan, yakni: Pertama, mengenai
bagaimana proses penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi penal; Kedua,
mengenai bagaimana tinjauan filsafat hukum terhadap proses penyelesaian
perkara KDRT melalui mediasi penal di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini
adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah teknik kepustakaan. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dihimpun
melalui pembacaan dan kajian teks, yang selanjutnya disusun dan dianalisis
dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, dan/atau penelantaran rumah
tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Proses penyelesaian perkara KDRT bisa dilakukan melalui jalur penal maupun
non-penal, memilih jalur penal berarti memilih jalur non-litigasi, salah satunya
melalui mediasi penal. Proses penyelesaian perkara KDRT melalui Mediasi Penal
ini memiliki relevansi kuat dengan teori Magasid Al-Syari’ah, Teori Pemaafan
dalam Pidana Islam, dan Teori Restorative Justice yang masing-masing
prinsipnya mengutamakan keadilan korban dengan menghadirkan solusi terbaik
bagi bagi perkara ini, tanpa mengurangi maupun menghilangkan unsur keadilan
secara keseluruhan itu sendiri.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pembaca,
bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dapat dipidana
dan bukan sesuatu yang dapat ditutupi atau diterima begitu saja oleh pihak
korban. Selain itu penelitian ini juga bertujuan menyadarkan masyarakat, bahwa
ada jalur penyelesaian lain dari perkara KDRT selain melalui jalur pengadilan,
yakni melalui Mediasi Penal.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan sudah ada sejak awal
penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam AS dan istrinya Hawwa. Oleh karena itu,
hikmah dan filsafat nikah sangat banyak dan tidak terhitung, sebanyak filsafat
dan adat serta keyakinan masing-masing budaya di dunia. Sebab itulah Islam
memandang pernikahan sebagai ajaran agama yang sakral dan suci yang
memiliki banyak hikmah dan penuh muatan filsafat, yang diantaranya sebagai

berikut:!

1. Allah menciptakan bumi dan seisinya ini untuk diolah dan dimanfaatkan
olen umat manusia, sebagaimana difirmankan-Nya dalam Q.S Al-
Bagarah:29;

U 35l 25 a2 Y1 Ld e 280 GIA 53] 5h

d
2

fle i 050 5hs o Glslai il a5 lald) )

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu
sekalian manusia...””

! Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam, (Malang: UIN
Malang Press, 2007), 147-148

2 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2008), 5
1



Dibutuhkan banyak spesies manusia untuk mewujudkan kehidupan yang
seimbang di dunia ini. Hal tersebut memungkinkan sesama manusia untuk
hidup dan saling membantu serta bergenerasi dari masa ke masa. Hal ini
dapat direalisasikan dengan sebuah pernikahan.

2. Ketika seorang laki-laki memenuhi kodratnya dan disibukkan dengan
aktivitasnya mencari nafkah, ia tidak memiliki waktu yang banyak untuk
mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus rumah dan
sebagainya sebab lelahnya ia berkerja. Maka ia membutuhkan seorang
teman  hidup (perempuan) yang ~mampu mengurus  urusan
kerumahtanggaan serta menjadi pendamping hidupnya, yakni seorang istri

sah, sebagaimana Allah jelaskan dalam Q.S Al-Rum:21°;

| 538LE0 LA 551 280si] G 281 GIA G a8l B
< L- . @ T i ° Z @ Ao - °

GlaY Ay o) o ARA 5 Ba 5% a8550 Jaa g L]

0358353 ¢ 53]

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berpikir.*

3. Ada suatu bagian dari naluri manusia yang harus disalurkan, yakni hawa

nafsu. Menikah adalah satu-satu jalan yang sah untuk mencukupi

kebutuhan seksual manusia dalam menyalurkan hasratnya. Oleh karena

itu Nabi Muhammad SAW menganggap bahwa nikah termasuk

% Ibid., Filsafat Hukum...

* Departemen Agama RI, Al-Quran dan..., 406.



pelengkap kesempurnaan agama seorang muslim. Karena dengan
menikah, seorang muslim mampu mengendalikan syahwatnya dan
menundukkan pandangan matanya dari melihat perempuan lain, sebab
pada hakikatnya apa yang ada pada perempuan yang ia lihat itu ada pula
pada istrinya. Sebab itulah diantaranya hikmah nikah adalah untuk
menjaga kehormatan dari maksiat dan zina.’

4. Manusia adalah social creature yang artinya ia akan selalu membutuhkan
orang lain, baik ketika masih hidup atau setelah meninggal dunia. Melalui
pernikahan, perwujudan manusia sebagai makhluk sosial itu dapat
dipenuhi. Karena kelas suami, istri dan anak-anak serta anggota keluarga
yang lain akan merealisasikan hal tersebut dengan membantu dan
memenuhi kebutuhan satu sama lain. Saat di dunia, istri dan anak dapat
membantu pekerjaan rumah dan penolong ketika sakit, sedangkan ketika
sang ayah meninggal dunia, maka doa dari anak-anaknya yang saleh adalh
satu-satunya bantuan besar yang paling diperlukan, karena doa anak saleh
adalah salah satu dari tiga amalan yang dapat memberikan manfaat bagi
mayit.®
Oleh karena agung dan sakralnya nikah, sehingga tergolong salah satu

bagian dari ibadah, bahkan hubungan suami istri tercatat sebagai pahala sadagah.
Maka salah seorang ulama Hadratul Yaman, yaitu Syekh Ali bin Abu Bakar al-

Sakran menganjurkan untuk membangun niat yang baik dan suci ketika menikah,

® Ibid., Filsafat Hukum..., 149.

® Ibid.,149-150.



antara lain berniat untuk mencapai ridha Allah, upaya mendapatkan anak saleh,
,memperbanyak umat Muhammad SAW, harapan mendapat doa dari anak-anak
saleh, penjagaan diri dari godaan setan dan sahwat, menjaga kehormatan
kemaluan dari maksiat, dan lain-lain lagi seperi apa yang pernah diniatkan oleh
para nabi dan orang-orang saleh ketika mereka menikah.” Pun ketika terdapat
suatu permasalahan dalam rumah tangga, Islam selalu menyarankan kita untuk
menyelesaikan segalanya secara kekeluargaan, sebagaimana firman Allah SWT

dalam QS. An-Nisa’:35 yakni:

LaSial 13 i ) bl Gy LSa 5 4l (e LR ) indld Lagils BI85 2583 (5
D Gle R AN 5) lgin ) (333

“Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka

kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai

dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru samai itu) bermaksud

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri

itu. Sungguh Allah Maha Mengetahu Maha Teliti.”®

Konsep kehidupan keluarga dalam Islam menempatkan semua anggota
keluarga dalam porsi dan posisi yang sesuai dengan fitrah masing-masing. Suami
memiliki hak yang lebih besar daripada istri karena ia berperan sebagai kepala

rumah tangga. Sedangkan perempuan sebagai seorang istri mempunyai hak dan

kewajiban sesuai dengan kodrat dan fitrahnya sebgai seorang perempuan. Seorang

" Ibid., 151.

® Departemen Agama RI, Al-Quran dan..., 84.



anak pun juga memiliki hak untuk disayangi dan memiliki kewajiban untuk
menghormati orang tuanya.’

Bagi seorang pembantu rumah tangga, ia akan mendapatkan perlakuan
yang baik dan upah yang layak, apabila ia mengerjakan pekerjaannya dengan
baik. la juga wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh majikannya selama
tidak bertentangan dengan ajaran agama dan perundang-undangan yang berlaku.
Majikan juga berhak menegur dan memberikan sanksi apabila ia lalai dalam
mengerjakan tugasnya.’® Namun apa yang akan terjadi jika peran ini
disalahgunakan oleh salah satu anggota rumah tangga dalam wujud kekerasan
dalam rumah tangga.

Teguh Prasetyo mengutip pendapat Stanciu mengenai korban kejahatan
dalam sistem peradilan pidana, yakni yang dimaksud dengan korban kejahatan
dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu
selanjutnya menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari
korban tersebut, yaitu suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan).
Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal
sebab hukum (legal) juga sebenarnya dapat menimbulkan ketidakadilan,
selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum.**

Terdapat dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi

perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu keadilan retributif

% Abd. Wahed, “Analisis Hukum Islam terhadap Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga *,
Jurnal Al-Ihkam, Vol.l1V (1 Juni, 2009), 35.

1% 1bid.

! Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
42.



(retributive justice) dan keadilan restoratif (restorative justice). Perbedaan dalam
kedua konsep ini adalah pada konsep dasar hukum pidana secara formil dan
materiil.*2
Dalam perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran
terhadap tertib publik (public order) atau suatu perbuatan melawan masyarakat,
melawan badan kolektif dari warga negara, serta menentang serangkaian
standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat. Oleh karena itu,
administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif
oleh negara dengan memonopoli penuntutan dan penegakannya.*®

Keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai perbuatan melanggar
hukum pidana dan merupakan konflik antarindividu yang menimbulkan kerugian
pada korban, masyarakat, dan pelanggar sendiri. Keadilan restoratif berpijak
pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan
fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak,
bukan hanya sekadar pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan
pelanggar sendiri. Oleh sebab itu dalam pemidanaan yang bersendikan pada
keadilan restoratif, ada empat unsur yang memainkan peranan, yaitu korban
kejahatan, masyarakat, negara, dan pelanggar.*

Mengacu kepada perspektif dua keadilan tersebut, maka diperlukan

pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk dapat menunjang kebijakan

2 1pid., Viktimologi dalam Sistem..., 43
B bid.
“ Ibid., 42-43.



perlindungan kepada saksi dan korban. Dalam kaitan dengan masalah penalisasi
yang berhubungan dengan administrative penal law tersebut.

Melalui mediasi pidana (mediasi penal), proses penanganan perkara dapat
dilaksanakan dengan transparan sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan
yang sering terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat
banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi pidana sebagaimana yang telah
dipraktikkan oleh beberapa negara, maka bukan hal yang awam lagi ketika
masyakarat Indonesia mulai tertarik pada penyelesaian pidana melalui mediasi
pidana (mediasi penal).

Adapun telah ada kajian mengenai penerapan mediasi penal dalam proses
penyelesaian perkara pidana, jarang terdapat pembahasan mengenai mediasi penal
dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan utamanya adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun kehidupan setelahnya.
Penulis pun menyadari bahwa mediasi penal memiliki korelasi dengan konsep
maqasid al-syart’ah ini.

Mustafa Abd al-Raziq, seorang ahli kontemporer Mesir mengemukakan
bahwa filsafat hukum Islam itu terdiri atas sumber hukum, kaidah, serta
tujuannya. Maka melihat kepada tujuan penerapan hukum Islam itulah ada ulama
yang menamakan filsafat hukum Islam dengan magasid al-tasyri’ atau magqasid

al-syari’ah.”

Secara bahasa, magasid al-syari’ah terdiri dari dua kata yaitu magasid

yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syari’ah artinya jalan menuju

15 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 153.



sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok
kehidupan. Adapun tujuan magasid al-syari’ah adalah untuk kemaslahatan

manusia.®

Jika unsur pokok yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta
dapat diwujudkan dan dipelihara, maka kemaslahatan dapat direalisasikan dengan

baik.

Tujuan syari’ dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada
orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi
kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruriy, hajiy, dan

tahsiniy.

Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama dari syari’ah adalah untuk
menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yakni untuk memastikan
bahwa kemaslahatan kaum muslimin di dunia dan akhirat dapat terwujud dengan

cara yang terbaik sebab Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya."’

1. Al-Magasid Al-Daruriyyat bisa dikatakan juga sebagai kebutuhan
pokok. Hal ini meliputi aspek-aspek kehidupan yang sangat penting
dan bersifat pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan

kehidupan manusia dengan baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut

' Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 105

Y Ibid. Filsafat Hukum...



akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di duniai ini, dan

kehidupan akan belangsung dengan sangat tidak nyaman.®

2. Al-Magasid Al-Hajiyyat bisa dikatakan juga sebagai kebutuhan
sekunder. Hal ini meliputi aspek-aspek hukum yang dibutuhkan
untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum
dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya: dalam keadaan
berhalangan seperti sakit atau keadaan sulit, di mana penyederhanaan

hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.'

3. Al-Magasid Al-Tahsiniyyat dapat dikatakan juga sebagai kebutuhan
tersier, menunjuk pada aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan tata
cara beribadah sampai kehidupan sehari-hari sebgai muslim. Misalnya
anjuran untuk memerdekakan hamba sahaya, berwudhu sebelum

sholat, bersedekah kepada fakir dan lain sebagainya.?

Ketiga prinsip universal teratas digolongkan dalam kategori daruriyyat,
yang berarti bahwa pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan tiga hal ini tidak
dapat diabaikan. Sebab daruriyyat sendiri adalah aspek kebutuhan pokok yang
harus dipenuhi terlebih dulu. Dua kategori lainnya yakni hajiyyat dan tahsiniyyat,
yang secara struktural dan substansial merupakan pelengkap dari daruriyyat akan

ikut terpengaruh, meskipun apapun yang mengganggu tahsiniyyat tidak akan

18 1bid., 106.
2 1hid.
20 1hid.
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terlalu berpengaruh pada hajiyyat. Sejalan dengan pemikiran ini, maka kategori
pemenuhan tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari

daruriyyat dan diakhiri oleh tahsiniyyat.

Kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan akhirat itu bersifat
relatif, hal ini yang harus dipahami oleh setiap manusia sebagai salah satu bagian
penting dari pembagian hukum. Selalu ada pengorbanan dalam rangka

mewujudkan kemaslahatan itu sendiri.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti

berikut:%*

1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan

khayalan.

2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal

3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak

bertentangan dengan prinsip umum syariat

4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyyat atau menghilangkan

kesulitan yang berat dalam beragama.

Syariat bertujuan untuk merealisir kemaslahatan umum, memberikan
kemanfaatan dan menghindarkan ke-mafsadat-an bagi umat manusia. Mengetahui
tujuan umum diciptakan suatu peraturan itu sangat penting, agar dapat menarik

hukum suatu peristiwa yang sudah ada nash-nya secara tepat dan benar

2 Ibid., Filsafat Hukum..., 107.
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kemudian selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak

ada nashnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin lebih jauh memaparkan
tentang mediasi penal dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) dari perspektif filsafat hukum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang Penulis uraikan di atas, maka terdapat
beberapa persoalan yang akan diidentifikaskan oleh Penulis, yaitu sebagai

berikut:

1. Proses penyelesaian perkara KDRT melalui Mediasi Penal di Indonesia.

2. Pandangan filsafat hukum terhadap proses penyelesaian perkara KDRT
melalui Mediasi Penal di Indonesia.

3. Tinjauan filsafat hukum terhadap proses penyelesaian perkara KDRT

melalui Mediasi Penal di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan poin-poin identifikasi masalah di atas, maka Penulis

memfokuskan pembahasan pada:

1. Proses penyelesaian perkara KDRT melalui Mediasi Penal di Indonesia.
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2. Tinjauan filsafat hukum terhadap proses penyelesaian perkara KDRT

melalui Mediasi Penal di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, dapat ditarik rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara KDRT melalui Mediasi

Penal di Indonesia?

2. Bagaimana tinjauan filsafat hukum terhadap proses penyelesaian

perkara KDRT melalui Mediasi Penal di Indonesia?

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian karya Satrio Putri Wihanto, Dr. Bambang Sugiri SH. Ms., dan Abdul
Madjid, SH. MH., dari Universitas Brawijaya, yang berjudul “Implementasi
Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah
Tangga) Studi Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya.”? Penelitian ini
bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan mediasi penal yang
dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penyelesaian di tingkat penyidikan

dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang dan Polrestabes

22 Satrio Putro Wihanto, et al, “Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kasus KDRT
(Kekerasan dalam Rumah Tangga): Studi Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya”, media.
neliti.com, diakses pada Rabu, 31 Oktober 2018.
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Surabaya. Proses ini menitik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan
tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan
atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran

dari proses peradilan pidana yang panjang.

2. Penelitian karya Ludfi, Jumiati, dan Febriana Hidayati, dari IAIN Madura,
dengan judul “Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT”?*, yang
memfokuskan penelitian pada konsep Restorative Justice yang diaplikasikan
pada proses Mediasi Penal. Konsepsi ini dianggap bisa menajdi alternatif
dalam menyelesaikan kasus KDRT dengan mengupayakan win-win solution
diantara pihak-pihak yang berperkara serta berupaya untuk menjadi solusi

atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

3. Penelitian karya Dr. Sahuri Lasmadi, SH., M.Hum. dari Universitas Jambi,
yang berjudul “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”.
Penelitian ini memfokuskan pada upaya pembaharuan hukum pidana (penal
reform) yang kemudian melahirkan adanya mediasi penal itu sendiri. Konsep
Penal reform ini juga berupaya untuk menghindari efek negatif dari sistem

peradilan dan sistem pemidanaan yang ada saat ini.?*

2 Ludfi, et al., “Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT”, Jurnal Hukum Islam,
Vol. XVIII, (1 Juni, 2018).

% Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, online-
journal.unja.ac.id., diakses pada Rabu, 31 Oktober 2018.



14

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka

skripsi ini bertujuan:

1. Memahami proses penyelesaian perkara KDRT melalui Mediasi Penal

di Indonesia.

2.Memahami tinjauan filsafat hukum terhadap proses penyelesaian perkara

KDRT melalui Mediasi Penal di Indonesia.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, yang

kemudian penulis klasifikasikan menjadi dua sudut pandang, yakni:

1. Secara teoritis, Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi
rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam

bidang Hukum Pidana.

2. Secara praktis, Penulis berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat
sebagai pertimbangan hukum bagi pihak-pihak yang ingin melakukan

mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian pidana.
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H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menjelaskan tentang variabel-
variabel yang terkait dengan penelitian ini. Terdapat tiga variabel yang akan

didefinisikan oleh penulis terkait penelitian ini, yakni:

1. Mediasi penal, adalah suatu alternatif penuntutan yang memberikan
kemungkinan penyelesaian perkara melalui negosiasi antara pelaku tindak

pidana dan korban dengan perantara pihak ketiga yang bersifat netral.

2. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah bahwa penulis menjelaskan mengenai proses
penyelesaian perkara KDRT di luar jalur litigasi, yakni melalui alternatif
penyelesaian perkara yang memungkinkan korban dan pelaku saling
bertemu dan berkomunikasi dengan pihak ketiga baik secara langsung
maupun secara tidak langsung, dengani menggunakan pihak ketiga sebagai
penghubung dan membicarakan solusi terbaik diantara pihak-pihak yang

terkait.

3. Filsafat hukum adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum, sumber asal
muasal hukum, dan prinsip penerapannya, serta manfaat hukum bagi
masyarakat yang melaksanakannya. Filsafat hukum menyangkut persoalan-
persoalan; adanya hukum dan tujuan berlakunya hukum dan keadilan. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan tiga teori, yakni teori magasid al-syari’ah,
teori pemaafan dalam pidana Islam, dan teori keadilan restoratif (Restorative

Justice). Penulis berusaha memfokuskan pembahasan pada tujuan utama
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magqasid al syari’ah yakni meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan

serta menekankan esensi pembaharuan hukum dalam prinsip restorative justice

I. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah kumpulan data yang disajikan penulis

berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu:

a. Data proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) melalui mediasi penal di Indonesia.

b. Data mengenai tinjauan filsafat hukum mengenai proses penyelesaian

perkara KDRT melalui mediasi penal di Indonesia.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang terkait dengan mediasi penal dan

KDRT, diantaranya:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak.
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3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.

4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi.

5) Mediasi Penal: Perkara Penelataran Rumah Tangga, karya |

Ketut Sudira.

6) Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan,

karya Barda Nawawi Acrief.

7) Analisis Hukum Islam terhadap Masalah Kekerasan dalam

Rumah Tangga (KDRT), karya Abd. Wahed.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang terkait dengan kepenulisan ini meliputi
sumber pustaka yang terkait dengan teori-teori filsafat hukum,

diantaranya:

1) Filsafat Hukum Islam, karya Alaiddin Koto.

2) Filsafat Hukum Islam, karya Dahlan Tamrin.

3) Filsafat Hukum Islam, karya Muhammad Syukri Albani Nasution.

4) Restorative Justice: An Overview, karya Tony F. Marshall.

5) Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, karya Siswanto

Sunarso.
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6) Epistimologi Hukum Pidana Islam, karya Sahid.

7) Teori Pemaafan dalam Pidana Islam (Anti Sadisme dalam Pidana

Islam), karya Syahrul Anwar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka
penulis mengunakan teknik kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data
yang bersumber dari buku-buku, undang-undang, artikel, dan internet, dan
katalog. Tekniki ini dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah,

dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul, maka peneliti

menggunakan teknik-teknik berikut ini:

a. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh,
terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan

antara satu dengan yang lain.

b. Organizing, yakni menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh
sedemikian rupa sehingga menjadi kesatuan yang beraturan dan

memperoleh gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah.

c. Analyzing, yaitu mengembangkan sebuah deskripsi informasi yang
tersusun untuk menarik kesimpulan dari data-data yang telah

dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya.
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5. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang akan dipakai penulis adalah metode kualitatif,
yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.
Dengan kata lain, penulis tidak semata-mata bertujuan untuk memahami proses
penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi penal di Indonesia dari perspektif
filsafat hukum, melainkan lebih jauh lagi untuk menganalisa latar belakang

dari permasalahan hukum tersebut.

Di samping itu, data yang diperoleh akan diuraikan dan akan disimpulkan
dengan berpijak pada kerangka berpikir deduktif atau dalam istilah Islam yaitu
istidlal yang artinya mencarii dalil untuk tujuan yang diminta. Dalam proses
pencarian, Al-Qur’an menjadi rujukan yang pertama, Al-Sunnah menjadi

yang kedua, ijma’ menjadi yang ketiga, dan giyas solusi berikutnya.?

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini secara
sistematis dan agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca lain, maka

penulis menyusun beberapa bab secara berurutan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang uraian pendahuluan yang menjelaskan
langkah-langkah yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu meliputi

latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

% Tim Penyusun MKD Sunan Ampel, Studi Hukum Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,
2011), 50
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pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,

metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai teori-teori filsafat hukum yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, diantaranya teori-teori mengenai
maqasid-al syari’ah, teori pemaafan pidana dalam pidana Islam, dan teori

keadilan restoratif (restorative justice).

Bab ketiga, berisi penyajian data, yakni menguraikan secara normatif

proses penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi penal di Indonesia.

Bab keempat, berisi tinjauan filsafat hukum terhadap proses penyelesaian

perkara KDRT melalui mediasi penal di Indonesia.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan
jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada dalam pembahasan skripsi ini.
Sedangkan poin saran berisi masukan berkaitan dengan pembahasan skripsi baik

ditujukan untuk peneliti sendiri maupun orang lain.



BAB I1

TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSEP MAQASID AL-SYARI’AH,
TEORI PEMAAFAN PIDANA ISLAM, DAN TEORI RESTORATIVE
JUSTICE

A. Magqasid al-syari’ah

1. Pengertian Magasid Al-Syari’ah

Secara etimologi, magqgasid al-Syari’ah berarti maksud atau tujuan
disyariatkannya hukum Islam. Karena itulah yang menjadi pembahasan inti di
dalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan illat ditetapkannya suatu hukum.
Kajian ini menjadi hal yang menarik baik dalam bidang ushul figh maupun dalam
kajian filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah magasid al-
syari’ah identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah ini mengarah pada
pertanyaan-pertanyaan kritis yang dilontarkan untuk mengetahui tujuan

ditetapkannya suatu hukum.?®

Mustafa Abd. Al-Raziq, ahli fikih kontemporer Mesir misalnya,
mengemukakan bahwa filsafat hukum Islam itu terdiri atas sumber hukum,
kaidah, dan tujuannya. Maka, melihat pada tujuan penerapan hukum Islam
itulah ada ulama yangi menamakan filsafat hukum Islam sama dengan magasid

al-tasyri’ atau magasid al-syari’ah, yaitu tujuan atau rahasia yang sesungguhnya

?®Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama), (Jakarta: Logos Wacana llmu,
1997), hal. 123

21
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dari pengundangan atau penetapan hukum Islam oleh Allah SWT. Tujuan tersebut
ada yang langsung disebut Allah dalam firman-Nya, dan ada juga yang
tersembunyi, sehingga diperlukan upaya penggalian yang sungguh-sungguh untuk

mengetahuinya dalam bentuk kegiatan kefilsafatan (philsophical activities).?’

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara
kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia
maupun di akhirat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui taklif, yang dalam
pelaksanaannya memerlukan pemahaman sumber hukum yang utama, yakni Al-
Quran dan Hadits. Menurut para ahli ushul figh, terdapat lima unsur pokok yang
harus dipelihara dan diwujudkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di
dunia dan di akhirat. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan mencapai kemaslahatan, jikala ia
dapat mewujudkan dan memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia
akan merasakan adanya kemafsadatan bila ia tidak dapat memenuhi kelima aspek

tersebut.?®

Al-Syatibi berpendapat bahwa penetapan kelima pokok di atas didasarkan
pada dalil-dalil Al-Quran dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-
gawa’id al-kulliyyat dalam menciptakan al-kulliyyat al-khams. Ayat-ayat Al-
Quran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah, selain
itu yang tidak ada dalam nash terdapat dalam ayat-ayat Madaniyah yang juga

mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Diantaranya ayat-ayat itu adalah yang

2 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum..., 153-154.

%8 Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum..., 123
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berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan
meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina, dan larangan
memakan harta orang lain. Setelah melalui penelitian yang seksama Al-Syatibi
berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk
menetapkan al-kulliyyat al-khams termasuk dalil gath’i, makai ia juga dapat
dikelompokkan sebagai gqath’i. Istilah gath’i yang dimaksud oleh Al-Syatibi
adalah bahwa al-kulliyat al-khams dari segi landasan hukum, dapat
dipertangungjawabkan, dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar

menetapkan hukum.?®

. Prinsip Pokok dalam Hukum Islam: Meraih Kemaslahatan dan Menolak

Kemafsadatan

Dari pembahasan terdahulu, telah disinggung bahwa yang menjadi hakikat
dari disyariatkan (diundangkan) suatu hukum Islam itu adalah untuk menjamin
kemaslahatan manusia secara pasti baik di dunia maupun di akhirat. Inti utama
dari hukum Islam adalah kemaslahatan manusia. Maka dari itu apapun bentuknya,
semua hal yang membawa mudharat harus dihindari atau dicegah terjadinya
kepada manusia. Di mana didapati kemaslahatan, maka di situ terdapat syariat,
dan di mana ada kemudharatan harus dihilangkan walau sekecil apapun itu

dengan prinsip pencegahan atau (sl &), %

P\bid., Filsafat Hukum..., 125-126.

9Alaiddin Koto, Filsafat Hukum..., 147.
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Ulama menyimpulkan prinsip ini dengan menyatakan bahwa ( &basll cla
Adaall ¢ 535), meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan adalah inti atau
prinsip paling utama dalam pensyariatan hukum Islam. Perilaku manusia
berimplikasi pula pada kemaslahatan dan kemafsadatan. Sebab itulah Allah
menurunkan syariat Islam yang bertujuan agar seluruh perilaku manusia
berdampak pada kemaslahatan mereka baik di dunia maupun di akhirat.
Syariat Islam memerintahkan segala hal yang mendekatkan manusia pada
kemaslahatan baik di dunia, akhirat, maupun keduanya. Begitu juga sebaliknya,
syariat Islam melarang segala hal yang mendekatkan kita pada kemafsadatan, baik
di dunia, akhirat, maupun keduanya. Karena baik kemaslahatan maupun
kemafsadatan itu dapat berdampak pada urusan dunia, akhirat atau bahkan

keduanya.®!

Terdapat tiga tingkatan yang harus diperhatikan untuk mencapai suatu
kemaslahatan, yakni: pertama, kemaslahatan pada yang diperbolehkan (masalih
al-mubahat); kedua, kemaslahatan pada yang dianjurkan (masalih al- mandibat);
dan ketiga, kemaslahatan pada yang diwajibkan (masalih al-wajibat).
Sedangkan kemafsadatan memiliki dua tingkatan: pertama, kemafsadatan pada
yang makruh (mafasid la makrizhat); kedua, kemafsadatan pada yang

diharamkan (mafasid al-muharromat)

Adapun pengetahuan pada kemaslahatan dan kemafsadatan di dunia,
sebagian besarnya dapat diketahui dengan akal dan ada pula yang hanya

diketahui dengan berpedoman pada dalil/nas. Sedangkan nilai kemaslahatan

bid., Filsafat Hukum..., 147-148.
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dan kemafsadatan di akhirat hanya dapat dianalisis dengan menggunakan dalil

nagli (nas).*
. Kedudukan Hukum Magasid Al-Syari’ah

Secara etimologi, kata magasid berarti tujuan-tujuan, dan syari’ah adalah
sebuah jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT untuk meniti kehidupan di dunia
ini. Dengan begitu, magasid al-Syari’ah ialah tujuan-tujuan yang hendak diraih
dalam meniti jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT (hukum Islam). Jika
seseorang bertanya-tanya mengapa Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu,
puasa di bulan Ramadhan, zakat, haji, menghadirkan saksi dalam pernikahan,
menuliskan transaksi hutang piutang, memotong tangan pencuri, mencambuk
orang yang berzina, dan sebagainya, tentulah hal tersebut memiliki tujuan-tujuan
tertentu yang hendak dicapai demi mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik

di dunia maupun di akhirat.*®

Ketika dikaji dengan lebih dalam dan menyeluruh, hal ini membawa kita
pada suatu kesimpulan bahwa tidak ada satu pun ketetapan Allah yang diturunkan
oleh-Nya tanpa alasan atau tujuan tertentu alias bersifat sia-sia. Semua ketetapan-
Nya selalu bertujuan untuk mengarahkan manusia ke arah kemaslahatan, baik

untuk diri sendiri maupun orang banyak*

\bid., Filsafat Hukum..., 148.
%Busyro, Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam, (Ponorogo: Penerbit WADE, 2016), 143.
* Ibid.
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Hukum-hukum syara’ (hukum Islam) yang telah ditetapkan oleh Allah
SWT dan Rasul-Nya memiliki tujuan-tujuan tertentu, baik secara umum maupun
secara khusus. Tujuan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia, baik di dunia dan akhirat. Untuki memastikani terpeliharanya
kemaslahatani manusia, maka Allah SWT (sebagai pembuat hukum)
menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan esensi dasar kehidupan
manusia, dalam hal ini yakni masalah pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal,
dan harta. Pemeliharaan lima hal ini diwujudkan dalam bentuk daruriyyat,

hajiyyat, maupun tahsiniyydt.35

Hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam hubungan dengan sesama

manusia untuk mewujudkan magasid al-syari’ah , yakni:*®

a. Kehormatan manusia (karomah insaniyah), yaitu kehormatan yang diberikan
olen Allah SWT kepada manusia sebagaimana disebutkan Allah SWT, seperti

dalam QS 85: 4, QS 49:13, dan lain-lain.

b. Kemerdekaan dan kebebasan (al-hurriyat). Kebebasan yang dimaksud adalah
kebebasan yang bertanggungjawab terhadap kewajiban yang dibebankan

kepadanya di muka bumi ini (QS 2: 256).

c. Kerjasama kemanusiaan (ta’awun al-ins@ni). Allah SWT memerintahkan
manusia untuk saling tolong menolong, saling mengasihi, membantu sesama, dan

sebagainya sebagai buah dari dari dasar sifat kemanusiaan yang dimilikinya.

% |bid., Dasar-Dasar..., 148.

% Ipid., 149.
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d. Keadilan, yang merupakan hak seluruh manusia, kawan maupun lawan (QS
16:90). Ibn Qayyim al-Jauziyyah memperkuat hal ini dan menyatakan bahwa
salah satu ciri khas hukum Islam itu adalah adil, memberi rahmat, mengandung
maslahat bagi manusia. Oleh karena itu setiap aturan yang tidak mengandung
unsur tersebut atau bahkan menghasilkan sesuatu yang mafsadah dan sia-sia,

maka hukum itu bukan hukum Islam.

Dalam hal ini, ulama sudah menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan
untuk mewujudkan maslahat, yaitu al-din (agama), al-nafs (jiwa), al-nasb
(keturunan), al-‘agl (akal), dan al-mal (harta). Kelima hal di atas dibagi pula
sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, yang diwujudkan dalam bentuk al-
daruriyyah, sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk al-hajiyyah,
sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk al-tahsiniyyah,

sebagai prioritas ketiga.®’
. Tingkatan dalam Magasid al-syari’ah
a. Al-Daruriyyat

Al-daruriyyatadalah segala sesuatu yang harus ada demi terwujudnya
kemaslahatan manusia, baik agama maupun dunia. Jikalau al-daruriyyat tidak
terwujud dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di
dunia dan akhirat. Dengan kata lain, al-daruriyyat adalah tujuan esensial dalam
kehidupan manusia demi menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam

dalam bentuk al-daruriyyat ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima

%Ibid., Dasar-Dasar..., 149-150.
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kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan al-
daruriyyat al-khams, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta. Dalamm konteks ini kata ‘memelihara’ memiliki dua makna, yaitu:*®

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan
landasannya yang disebut dengan murizah min janib al-wujizd. Pemeliharaan
agama semacam ini diwujudkan dalam bentuk kewajiban beriman, mengucapkan
dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Sedangkan dalam
pemeliharaan diri dan akal seperti kewajiban mencari sandang, papan, pangan,
dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan

dalami bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum.*

Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok
tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan
murzah min janib al-adam. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam
bidang jinayah seperti aturan tentang seorang pembunuh, peminum minuman
keras, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas

perbuatan mereka.*

Dari penjelasan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat
dua aspek pemeliharaan yang dapat kita lakukan untuk mencapai kemaslahatan.
Pada aspek pertama, pemeliharaan dilakukan dengan melaksanakan lima hal

esensial yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian pada

% |bid., Dasar-Dasar..., 150.
% pid.
“0 Ibid., 151.
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aspek kedua, pemeliharaan lebih menekankan pada menghindari semua perbuatan
yang dapat merusak lima hal esensial tersebut. Pemeliharaan dalam hal yang al-

daruriyyatdapat diterangkan sebagai berikut:

1) Memelihara kemaslahatan agama

Agama adalah sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar
derajatnya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama
Islam merupakan nikmat Allah SWT yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena
itu agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya, baik
secara internal maupun eksternal. Secara internal, agama mesti dipelihara dari
segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Sebab itulah
umat Islam dihalalkan melakukan jihad (bahkan diperintahkan) guna membela
agama dari gangguan-gangguan luar, dan sebagaimana yang kita ketahui dalam
jihad (perang) mempertaruhkan nyawa bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan.
Tetapi demi pemeliharaan agama, mempertaruhkan hidup dan menghabisi nyawa
orang lain diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan
tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang harus ada pada

manusia.*!

2) Memelihara jiwa

Untuk mewujudkan hal ini ajaran Islam melarang melakukan
pembunuhan, penganiayaan, dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengancam

eksistensi jiwa manusia. Jika larangan ini dilakukan, maka Islam memberikan

4 |bid., Dasar-Dasar-..., 151-152.
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sanksi yang tidak ringan, seperti gisas dalam pembunuhan dan penganiayaan,
serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya.
Semua ini diatur dalam rangka memelihara eksistensi jiwa manusia selama

hidup di dunia ini.*
3) Memelihara akal

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan
makhluk yang lainnya. Manusia menggunakan akalnya untuk hidup, berpikir, dan
memecahkan permasalahannya. Ketika akal terganggu, maka terganggu pulalah
perjalanan hidupnya sebagai manusia. Oleh karena itu Allah SWT
mengharamkan minum khamr dan menghukum pelakunya dengan hukuman

had. Di samping itu juga ada larangan untuk terus menerus mengkhayal.*

4) Memelihara Keturunan

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan. Dalam
perkawinan iniah diatur hubungan yang sah halal dan sah antara laki-laki dan
perempuan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan
meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT
mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi
ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan

mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Sebagai akibat,

“2 |bid., Dasar-Dasar..., 152.

* Ibid.
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keturunan yang dihasilkan tidak memiliki kehormatan dimata Allah maupun

masyarakat.

Karena itulah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah dan
mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak

hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti. **

5) Memelihara harta

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas
dunia dan juga merupakan sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang
bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dengan harta, dan seseorang bisa
menjalankan ibadahnya dengan baik dan sempurna dengan adanya harta. Oleh
karena itu Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan

membahagiakan seseorang ketika hidup di dunia.*

Sebaliknya orang yang tidak memiliki harta biasanya tidak akan
mendapatkan apa yang ia inginkan dengan mudah. Hidupnya akan terasa sulit dan
bahkan selalu menggantungkan diri pada belas kasih orang lain. Kesempatannya
untuk menunaikan ibadah yang sifatnya tergantung dengan ketersediaan harta

juga sedikit, misalnya sedekah, zakat dan haji.*

Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat

penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena

* Ibid., Dasar-Dasar..., 153.
* Ibid.
“® Ibid., 154.
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itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk memperoleh harta secara

halal.*’
b. Al-Hajiyyah

Al-hajiyyah adalah suatu kebutuhan yang juga sepatutnya dipunyai oleh

manusia. Eksistensinya akan mempermudah hidup dan terhindar dari kesulitan.

Seseorang yang tidak mengedepankan kebutuhan Al-Aajiyyah ini pada
dasarnya tidak akan menghancurkan hidupnya, hanya saja ia akan mengalami
kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas
ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, Kkita diperbolehkan
mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah SWT seperti meng-gasr
shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, melihat

calon istri/suami yang akan dinikahi, dan lainnya.*®

Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, diperbolehkan berburu binatang
untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan,
maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit
hidupnya. Kemudian dalam tingkatan hajiyyah, memelihara akal dapat
ditunjukkan dengan dengan anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu
dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit kehidupan

seseorang sebab ia tidak mengerti tentang perkembangan ilmu pengetahuan.*

4" Ibid. Dasar-Dasar...
*® Ibid., 154.

* Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum..., 128-130.
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Memelihara keturunan dalam tingkatan hajiyyahmisalnya ditetapkannya
ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan
diberikan hak talag padanya. Jika mahar tersebut tidak disebutkan dalam waktu
akad, jika mahar itu tidak disebutkan jumlah mahar, maka suami akan kesulitan
sebab ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus Talag, suami akan
kesulitan jika ia tidak menggunakan haknya, padahal rumah tangganya tidak
harmonis. Sedangkan memelihara harta dalam tingkatan kajiyyahseperti syariat
jual beli dengan cara salam. Ketika tidak dilaksanakan, ketentuan ini tidak akan
mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan

modal.>
c. Al-Tahsiniyyat

Al-Tahsiniyyat merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan
sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan.
Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak
maupun menyulitkan tatanan kehidupannya. Namun keberadaannya akan

menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi.*

Memelihara agama dalam tingkatan tahsiniyyat misalnya membersihkan
badan, pakaian, dan agama. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlag yang
terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin dilakukan, maka ketiadaannya tidak akan

mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit orang yang

% Ipid., 130-131.

*! Busyro, Dasar-Dasar..., 155.
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melakukannya. Memelihara jiwa dalam tingkatan tahsiniyyat, misalnya
ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan

dengan kesopanan dan etika.*

Memelihara akal dalam tingkatan tahsiniyyat, misalnya menghindarkan
diri dan menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Meskipun
tidak berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa, hal ini berkaitan erat dengan
etika hidup dengan sesama manusia. Kemudian memelihara keturunan dalam
tingkatan tahsiniyyat, misalnya disyariatkan khitbah atau walimah dalam
perkawinan. Hal ini tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak
pula mempersulit orang yang tidak melakukan perkawinan. Sedangkan
memelihara harta dalam tingkatan tahsiniyyat misalnya menghindarkan diri
dari pengecohan atau penipuan. Hal ini ada kaitannya denga etika berbisnis dan

mu’amalah, serta berpengaruh dengan sahnya jual beli itu sendiri.

. Teori Pemaafan dalam Pidana Islam

Meminta maaf adalah suatu hal yang positif yang semestinya dilakukan
oleh seseorang yang telah berbuat kesalahan. Kalau perbuatan itu terarah pada
seseorang atau keluarga yang menjadi korban, permintaan maaf dapat dilakukan

untuk menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Namun apabila kesalahan itu

>2 Faturahman Djamil, Filsafat Hukum...., 128.

% Ibid., 129-131.
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tertuju kepada banyak orang, maka sewajarnya permintaan maaf dilakukan secara

terbuka.

Al-‘Afwu secara etimologi mengandung arti hilang, terhapus, dan
pemaafan. Sedangkan secara terminologi, ulama ahli ushul Abi Al-Husain Ahmad
bin Faris bin Zakariyya al Razy mendefinisikan bahwa, adalah setiap pembuat
dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi
terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.>* Konsep al-‘afwu itu
sendiri merupakan satu konsep penyelesaian perkara berupa pemaafan dengan
membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi korban

memiliki pilihan untuk meminta diyat (kompensasi) atau tanpa kompensasi.

Disadur kembali dari makalah yang disampaikan oleh Syahrul Anwar,
beliau memberikan suatu gambaran teori pemaafan dalam perkara pembunuhan.
Sikap keluarga terbunuh berada dalam dua kondisi kebaikan, yaitu seandainya
ingin membunuhnya (gisas) dan seandainya ingin mengambil diyat dari pihak
pembunuh, maka dua sikap ini merupakani sikap yang baik. Dan seandainya
keluarganya berbesar hati memaafkannya, maka gugurlah segala hak yang
berkaitan dengannya. Akan tetapi karena pembunuhan sendiri adalah
sebagiannya merupakan hak Allah, maka diyat harus dilaksanakan sebagai
bentuk penghapusan atas hak Allah tersebut. Maka seandainya kita melakukan
pemaafan terhadap gisas, maka keluarga pelaku kejahatan harus membayar diyat,

baru setelah itu gugurlah gisas baginya. Keluarga korban memiliki hak otonom

5 Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya Al-Razy, Mujmal al-Lughat, (Beirut: Darl Fikr,
1995), 472.
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untuk memilih hukuman yang dikenakan kepada terpidana. Hal ini memiliki
relevansi kuat dengan pertimbangan psikologi keluarga, apakah keluarga korban

sudi memberikan opsi memaafkan pelaku pembunuhan atau tidak.

. Teori Restorative Justice
1. Pengertian Restorative Justice

Dalam jurnalnya yang berjudul Restorative Justice: An Overview, Tony E.

Marshall menyatakan:

“Restorative Justice is a problem-solving approach to crime which
involves the parties themselves, and the community generally, in an active
relationship with statutory agencies. (Keadilan Restoratif adalah sebuah
pendekatan pemecahan masalah kriminalitas yang melibatkan pihak-pihak terkait

dan masyarakat secara umum dalam sebuah relasi di hadapan penegak hukum).”*®

Marshall juga mengemukakan ada prinsip-prinsip yang mengutamakan
praktik general pada setiap agen atau kelompok yang berhubungan dengan tindak

kriminal terkait, diantaranya:*’

%> Syahrul Anwar, Teori Pemaafan dalam Pidana Islam: Anti Sadisme dalam Pidana Islam,
makalah disampaikan oleh Dr. Syahrul Anwar sendiri dalam Diskusi Dosen Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN SGD Bandung Bulan Juni 2010 dan diposting kembali dalam blog pribadinya.
(diakses pada 28 November 2018).

% Tony E. Marshall, Restorative Justice: An Overview, (London: Home Office Research
Development and Statistics Directorate, 1999), 5

*" 1bid.
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a. Memberi ruang untuk bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berpartisipasi
secara langsung (terutama pelaku dan korban, beserta keluarga mereka dan

masyarakat)
b. Melihat tindak kejahatan dalam konteks sosial
c. Mengutamakan pada tindakan preventif (pemecahan masalah)
d. Fleksibilitas dalam praktik

Maka dari itu, definisi yang diterima dan biasa digunakan di dunia
internasional adalah bahwa Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana
pihak-pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan tertentu secara kolektif
menyelesaikan bagaimana mengatasi dampak dari suatu tindak kejahatan dan

implikasinya di masa depan.™®
Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah:>®

1) Untuk memenuhi kebutuhan korban—material, finansial, emosional,
dan sosial (termasuk kerabat atau orang terdekat korban yang juga

terkena dampak serupa)

2) Untuk mencegah pengulangan tindak kejahatan dengan membaurkan

kembali pelaku kejahatan ke dalam masyarakat

3) Untuk memungkinkan pelaku kejahatan memiliki tanggung jawab

yang aktif terhadap tindakannya

%8Ibid. Restorative Justice...

> bid., 6.
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4) Untuk menciptakan kembali komunitas kerja yang mendukung
rehabilitasi dari pelaku kejahatan dan yang aktif dalam pencegahan

kriminalitas

5) Untuk menyediakan upaya pencegahan peningkatan harga dan

penundaan penyelesaian keadilan hukum.

2. Negara dan Eksistensi Restorative Justice

Restorative Justice menekankan pada keterlibatan langsung pihak-pihak
yang bersangkutan dan menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat serta
pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan yang harmonis, sehingga korban
dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian
mereka dan dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam

masyarakat.

Melalui pendekatan Restorative Justice diharapkan pemulihan bagi korban
dapat terealisasi, tujuan pemidanaan bagi pelaku akan berhasil dan ketertiban
masyarakat pun dapat tercapai. Restorative Justice adalah salah satu jalan keluar
untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum, yakn keadilan yang

akan diperoleh semua pihak, baik pelaku, korban maupun masyarakat.

Dalam konsep Restorative Justice, kejahatan adalah konflik antar orang
perseorangan. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran, terutama melanggar hak

perseorangan dan juga rnelanggar hak masyarakat (kepentingan publik),
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kepentingan negara, dan juga sesungguhnya secara tidak langsung melanggar

kepentingan pelanggar itu sendiri.®

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif
justice merupakan dimensi baru dari sudut pandang aspek teoretis dan praktik.
Dari sudut pandang dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan
pencapaian dunia peradilan. Saat ini, terjadi peningkatan volume perkara yang
masuk ke pengadian, sebagai konsekuensinya hal tersebut menjadi beban bagi
pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan
sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan
peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hal ini menimbulkan
pertanyaan apakah berbagai macam perkara pidana harus diajukan dan
diselesaikan di meja hijau, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang
memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada mekanisme
mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama
oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan
yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial, maka alternatif ini

menjadi sesuatu yang layak untuk diberikan kesempatan®

8 | udfi, et.al., Mediasi Penal: Alternatif..., 31.

%1 Yuniar Ariefianto, Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas,
(Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga), 4.
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PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) MELALUI MEDIASI PENAL DI INDONESIA

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga
Mula-mula, pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat
orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan mengunakan kekerasan.”®?
Dalam pasal tersebut tidak dijabarkan bagaimana cara kekerasan tersebut
dilakukan dan bagaimana pula bentuk dari kekerasan itu. Sedangkan dalam pasal
tersebut tidak dijelaskan lebih jauh maksud dari kata ‘tidak berdaya’. Akan tetapi
dalam pasal-pasal KUHP, kekerasan sering dikaitkan dengan ancaman. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan
nonfisik.
Dalam literatur, terdapat beberapa penggunaan pengertian kekerasan
terhadap orang lain, yaitu violence, battery, dan assault.
Violence (kekerasan) dapat diartikan sebagai berikut:®

a. Unjust or unwarranted excercise of force eith the accompaniment of

vehemence, outrage, or fury.

%2 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam perspektif Yuridis-
Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 58.

% bid., 59.
40
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b. Physical force unlawfully excercised, abuse of force; that force is
employed against common right, againts law, and against public
liberty.

c. The exertion of any physical force so as to injure, damage, or abuse.

Pengertian Battery adalah:

Criminal battery defined as the unlawful application of force to the person

or another, may be divided into its three basic element:*

1) The defendant’s conduct (act or mission)

2) His “mental state” which maybe intend to kill or injure, or criminal
negligance, or perhaps the doing of an unlawful act

3) The harmful result to the victim, which may be aboodily injury or an
offensive touching.

Pengertian Assault adalah:®®

Any willful attemp or threat to inflict injury upon the person of another...

Any intentional display of force such as would give the victim reason to

fear or expect immediate bodyly harm. An assault ay be commited without
actually touching, or striking, or doing bodily harm, to the person or another.

Kata Battery ini sering dikombinasikan dengan assault and battery.

Pengertian Assault and Battery adalah:
Any unlawful touching of another which is without justification or

excuse.®®

% \bid. Kekerasan dalam...

% Ibid.
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Berdasarkan pengertian di atas, terminologi kekerasan terhadap
perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut: Dapat berupa fisik maupun
nonfisik; dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat);
dikehendaki/diminati oleh pelaku; ada akibat/kemungkinan akibat yang
merugikan pra korban (fisik/psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban.®’

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap
Perempuan dijelaskan bahwa:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan
perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan
penderitaan perempuan secraa fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman
tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-
wenang, baik yang terjadi di depan umum, atau dalam kehidupan pribadi.”®®

Adapun kekerasan terhadap anak adalah:

“Suatu perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan
dan penderitaan baik fiisk maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau
dalam kehidupan plribadi.”69

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan tidak hanya
berupa tindakan fisik, melainkan juga nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung

bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja.

Sedangkan tindakan nonfisik (psikis) hanya bisa dirasakan langsung oleh

% \bid. Kekerasan dalam...
%" Ibid., 60.

% Ibid.

% Ibid.
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korban, karena perbuatan tersebut telah berdampak pada hati nurani atau
perasaan korban.

Lain lagi dengan istilah rumah tangga. Istilah rumah tangga tidak
tercantum dalam Deklarasi PBB. Namun kita ketahui bahwa rumah tangga adalah
suatu bentuk organisaai terkecil dari masyarakat, yang terbentuk melalui ikatan
perkawinan. Di Indonesia, seringkali dalam rumah tangga ada sanak saudara dan
anggota keluarga yang ikut bertempat tinggal. Di samping itu, terkadang ada
pembantu rumah tangga yang ikut bertempat tinggal di rumah yang sama.

Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus,
tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangi Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Bunyi Pasal 1 angka 30 sebagai berikut:

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat
tertentu atau hubungan perkawinan.”70

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
menyatakan bahwa, ‘“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” Pun

dalam undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai istilah “rumah tangga”. ™*

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1), “Kekerasan dalam Rumah

0 \bid., Kekerasan dalam..., 61.

™ bid., 62.
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Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

hukum dalam lingkup rumah tangga.”"

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) dalam undang-undang yang sama, bahwa

lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam konteks ini meliputi:”

a. Suami, istri, dan anak;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap

dalam rumah tangga, dan/atau;

c. Orang yang bekerjai membantu rumah tangga dan menetap dalam

rumah tangga tersebut.

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (2), orang yang bekerja
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dipandang sebagai anggota keluarga

dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”

"2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang..., 2.
" Ibid. 3.
™ Ibid. Undang-Undang...
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2. Ketentuan Pidana dan Hak-Hak Korban KDRT

Salah satu ciri negara yang berasaskan hukum adalah equality before the
law atau asas persamaan hukum. Karena itulah korban haruslah mendapatkan
pelayanan dan perlindungan hukum. Sebab bukan hanya tersangka saja yang hak
dan kewajibannya dilindungi, hak dan kewajiban korban dan saksi juga wajib

ditegakkan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengatur hak-
hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal-Pasal
28 D, 28 G, 28 |, dan Pasal 28 J ayat (1), Amandemen (1I) UUD 1945, dapat

dijadikan acuan/pedoman. Bunyi pasal-pasal tersebut yakni:"

1) Pasal 28 D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan

yang sama di hadapan hukum.”

2) Pasal 28 G ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di
bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi.”

> Bambang Waluyo, Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
35.
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3) Pasal 28 | ayat (2), menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

itu.”

4) Pasal 28 J ayat (1), menyatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak
asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa,

dan bernegara.”

Penjabaran HAM berkaitan dengan Perlindungan Korban dan Saksi
tertuang dalam beberapa undang-undang. Dapat dikemukakan dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
disebutkan bahwa perlindungan saksi dan korban tersebut berdasarkan:
Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak

diskriminatif; dan kepastian hukum.

KUHAP pun lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa. Namun
demikian terdapat asas KUHAP yang dapat dijadikan dasar perlindungan hak
saksi dan korban, diantaranya: Perlakuan yang sama di depan hukum; asas
cepat, sederhana, dan biaya ringan; peradilan yang bebas; peradilan terbuka

untuk umum; ganti kerugian; serta keadilan dan Kepastian.’’

"® Ibid., Viktimologi: Perlindungan..., 36.
" Ibid.
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a. Hak-Hak dan Kewajiban

Hukum acara pidana telah mengatur sedemikian rupa hak-hak dan
kewajiban dari para tersangka/terdakwa, maka sudah seharusnya pihak korban
juga mendapatkan perlindungan dengan dipenuhinya hak-hak korban dan
diimbangi pula dengan pelaksanaan kewajibannya. Secara yuridis hak-hak korban
tertuang dalam perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan hak-hak

korban dan saksi, yakni:"®

1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan

kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

2) lkut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk

perlindungan dan dukungan keamanan;
3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4) Memperoleh penerjemah;
5) Bebas dari pernyataan menjerat;
6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

8) Mengetahui ketika terpidana dibebaskan;

8 Ibid., Viktimologi: Perlindungan..., 41.
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9) Memperoleh identitas baru;

10) Memperoleh tempat kediaman baru;

11) Mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12) Memperoleh nasihat hukum

13) Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

perlindungan berakhir.

Hak-hak sebagaimana yang telah disebutkan di atas dilaksanakan baik di
luar pengadilan maupun di kala proses peradilan berlangsung, jika yang
bersangkutan menjadi saksi. Apabila kita cermati ayat (2) dari Pasal 5 tersebut,
ternyata hak-hak yang dimaksudkan untuk/dalam kasus-kasus tertentu sesuai
dengan ketentuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jadi

pemberian hak-hak tersebut secara selektif dan prosedural diberikan oleh LPSK.”

Kemudian yang dimaksud degan kasus-kasus tertentu, antara tidak lain
“tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana
terorisme, dan tindak pidana lainnya yang menghadapkan saksi/korban pada

situasi yang mengancam jiwanya.” (vide penjelasan Pasal 5 ayat (2)).%

Tentu saja dalam praktiknya hal ini harus diterapkan secara bijaksana, agar
tidak menimbulkan suatu kesan yang diskriminatif, padahal asas yang dianut

justru demikian, apalagi jumlah dan rincian hak-hak itu cukup banyak (13 hak).

" |bid. Viktimologi: Perlindungan...
8 Ibid.
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Untuk itu diperlukan pemahaman dan implementasi yang komprehensif dan
akuntabel. Sebenarnya ada hak perlindungan yang bersifat otomatis dan pasti
dimiliki oleh semua orang sebagai warga negara, yakni pemenuhan hak dan
perlindungan yang diberikan oleh negara. Standar perlindungan bersifat equal
untuk semua warga negara. Hak ini merupakan hak asasi manusia (HAM)
bangsa Indonesia yang dijamin konstitusi, undang-undang HAM, dan perundang-

undangan lainnya.®*

Selain hak-hak yang tercantum dalam Pasal 5, terdapat beberapa hak untuk
mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Pasal 6). Yang dimaksud dalam
pasal ini mengenai rehabilitasi psiko sosial adalah bahwa bantuan rehabilitasi
psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang
menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya, demi memulihkan kembali

kondisi kejiwaan korban.®?

Di samping itu, korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan
berupa (Pasal 2 ayat (1)): (a) Hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi
manusia yang berat; (b) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi

tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Disebutkan dalam ayat (3), ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian

kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk

8 |bid. Viktimologi: Perlindungan...
% Ibid, 42.
8 Ibid.
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pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yang
telah diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Sekilas mengenai sepak terjang LPSK di Indonesia, yang mana undang-
undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban secara
khusus baru dibentuk pada tahun 2006 dan pada pertengahan tahun 2008
baru dibentuk lembaga dan personilnya. Pada awalnya, LPSK masih
berkonsentrasi pada muatan kapasitas kelembagaan yang dirasa sangat diperlukan
untuk mewujudkan kemampuan memberikan perlindungan kepada saksi dan

korban. Karena itu, berbagai upaya telah ditempuh untuk mencapai tujuan ini.*

Sejalan dengan penguatan kapasitas kelembagaan, juga telah menerima,
memproses, serta memberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikan pun
disesuaikan dengan hak-hak perlindungan yang telah diatur oleh Undang-Undang

Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, diatur

pula mengenai hak-hak korban, yakni:®

1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, dan/atau pihak lainnya baik sementara

maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

2) Pelayanani kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

8 Ibid., Viktimologi: Perlidungan..., 50.

% bid., 88-89.
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3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, dan;
5) Pelayanan bimbingan rohani.

Kepada masyarakat, undang-undang tersebut juga menegaskan peran

masyarakat, yakni:®

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan

batas kemampuannya untuk:

=

Mencegah berlangsungnya tindak pidana;

2. Memberikan perlindungan kepada korban;

3. Memberikan pertolongan darurat;

4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Hal penting yang terkait perlindungan korban dalam undang-undang ini
diantaranya adalah adanya perlindungan sementara, perlindungan, pelayanan

kesehatan, pekerja sosial, pelayanan bimbingan rohani, dan sebagainya.

8 |bid., Viktimologi: Perlindungan..., 89.
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Perlindungan Sementara

Perlindungan langsung yang diberikan oleh kepolisian dan/atau
lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan
perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan ini wajib

diberikan pihak kepolisian kepada korban:®’

1) Perlindungan 1x24 jam terhitung sejak mengetahuii atau menerima

laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
2) Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari.
Perlindungan

Dalam waktu 1x24 jam sejak pemberian perlindungan sementara,
kepolisian wajib menerima surat penetapan perintah perlindungan dari

pengadilan, sehingga korban KDRT menerima perlindungan.®®
Pelayanan Kesehatan

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT
mengatur ketika korban memperoleh perlindungan dalam hal

pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan diharuskan untuk:®®

1) Memeriksa kesehatan korban, sesuai dengan standar profesinya;

¥ Ibid., Viktimologi: Perlindungan...,

% bid., 90.
% Ibid.
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2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan
visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat
keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama

sebagai alat bukti.
d) Pelayanan Pekerja Sosial

Pada Pasal 22 UU PKDRT, pelayanan pekerja sosial diatur dengan

ketentuan sebagai berikut:®

1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa

aman bagi korban;

2) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk
mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan

perlindungan dari pengadilan;

3) Mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal

alternatif;

4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan
kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan

lembaga sosial lain yang dibutuhkan.

% |bid., Viktimologi: Perlindungan..., 90-91.
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Pelayanan Bimbingan Rohani

Melalui Pasal 24, pembimbingan rohani diharuskan untuk memberikan
penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan

iman dan takwa kepada korban.”

Dalam pelaksanaan Undang-Undang PKDRT sendiri, seringkali menemui

hambatan-hambatan, baik dari masyarakat, penegak hukum, dan bahkan dari

pihak korban. Hambatan yang biasanya ditemukan dari pihak korban,

diantaranya:*

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Korban malu dan bahkan tidak mau melapor, karena berkaitan

dengan keluarga

Korban kurang memahami jika perbuatan pelaku merupakan tindak

pidana atau pelanggaran hukum

Korban merasa malu untuk berhubungan atau melapor ke kepolisian

Tenggat waktu antara kekerasan dan melapor ke kepolisian lama,

sehingga tidak bisa/ sulit untuk melakukan visum et repertum.

Korban takut pelaku melakukan balas dendam

Korban merasa takut apabila keadaan rumah tangganya semakin

menderita dengan diadili dan dipidananya pelaku.

Y Ibid., Viktimologi: Perlindungan..., 91.

% bid.
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B. Mediasi Penal
1. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare yang berarti “berada di
tengah”. Konteks ini mengarah pada peran pihak ketiga sebagai mediator dalam
menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para
pihak. Hal ini juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan

tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.*®

Ridwan Mansyur mengutip dari Muzlih MZ, mediasi merupakan suatu
proses penyelesaian pihak- pihak yang bertikai untuk memuaskan mereka dan
mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral
(mediator). Dasar hukum dari pelaksanaan mediasi dapat ditemukan dalam UU
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau alternative dispute resolutions.**

Di dunia internasional, mediasi penal (penal mediation) sering juga
dikenal dengan berbagai istilah, antara lain: “mediation in criminal cases” atau
“mediation in penal matters” yang dalam istilah Belanda disebut
“strafbemiddeling”, dalam istilah Jerman disebut “Der Aufergerichtliche
Tatausgleich” dan dalam istilah Perancis disebut “de mediation penale”.

Kemudian karena mediasi penal pada dasarnya mempertemukan antara pelaku

9 | udfi, et. al., Mediasi Penal: Alternatif ..., 32.

% Ibid., Mediasi Penal: Alternatif..., 33.
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tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal
dengan istilah  “Victim Offender Mediation”, atau “Offender Victim

Arrangement”. %

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Barda Nawawi Arief, Ms.
Toulemonde (Menteri Kehakiman Prancis) berpendapat bahwa mediasi penal
(penal mediation) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan
kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”.
Jika dikaji dari aspek teoritis dan praktik, mediasi penal menunjukkan korelasi
dengan pencapaian dunia peradilan sejauh ini. Pesatnya pertumbuhan masyarakat
berdampak pula pada meningkatnya volume perkara yang masuk dan ditangani
oleh pengadilan. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan asas penyelesaian
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebab itulah mediasi penal hadir
sebagai solusi yang tetap menjunjung asas penyelesaian peradilan sderhana tanpa
harus melupakan tujuan hukum yang sebenarnya, yakni kepastian hukum,

kemanfaatan, dan keadilan.%

. Tolak Ukur dan Prinsip Kerja Mediasi Penal

Dalam hal ini, Mudzakkir mengemukakan tolak ukur dan ruang lingkup
terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan pidana melalui

“mediasi penal” diantaranya: ¥

% |bid., Mediasi Penal: Alternatif...
% Ibid.
*"Ibid., 22.23.
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a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan,

baik bersifat absolut maupun relatif ;

b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai
ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal

80 KUHP);

c. Pelanggaran hukum pidanatersebut termasuk kategori “pelanggaran”,

bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda;

d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di
bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana

sebagai ultimum remedium;

e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba
ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya

untuk melakukan diskresi;

f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak
diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan

wewenang hukum yang dimilikinya;

0. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran

hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Barda Nawawi Arief menguraikan secara teoritis prinsip-prinsip kerja
mediasi penal, yaitu: (1) Tujuan diadakannya mediasi antara korban dan pelaku

adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara keduanya. Jika ini
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dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut dapat menimbulkan pembalasan sendiri; (2)
Mediasi penal berorientasi kepada proses. Artinya, yang perlu diperhatikan adalah
adanya kemauan para pihak untuk menyelesaiakn konflik yang mereka hadapi; (3)
Mediasi biasanya dilaksanakan secara informal, tidak seperti dalam proses
peradilan. Pidana yang bersifat formal, kaku, dan sentralistik; (4) Mediasi penal
menghendaki adanya partisispasi aktif dan otonomi dari korban dan pelaku
kejahatan. Tanpa hal itu, akan sulit untuk menyelesaikn konflik yang mereka

hadapi.”

Dalam Hukum Positif Indonesia, pada prinsipnya perkara pidana tidak
dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, tetapi dalam situasi tententu
pelaksanaanya pun dimungkinkan. Dalam praktiknya dalam penegakan hukum
pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara
pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat
penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Sebagai
konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu
alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana, melalui restitusi
dalam proses pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan

perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak kentara.*®

% \bid., Mediasi Penal: Alternatif..., 34.

% \bid., Mediasi Penal: Alternatif..., 34-35.
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3. Kelebihan Penerapan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Secara umum, penyelesaian perkara di luar pengadilan mempunyai

beberapa keuntungan, yaitu:

.100

Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (court

congestion) di lembaga peradilan;

Meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau
memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses

penyelesaian sengketa;

Memperlancar jalur keadilani (acces to justice) di masyarakat;

Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian
sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh

semua pihak;

Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah;

Bersifat tertutup/rahasia (discreet);

Kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sangat tinggi,
sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih

dimungkinkan terjalin dengan baik;

Mengurangi merebaknya “permainan kotor” dalam lembaga

peradilan.

190 Ipid., 23.
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Keuntungan utama dari penggunaan mediasi penal dalam menyelesaikan
kasus-kasus pidana, termasuk perkara KDRT adalah bahwa pilihan penyelesaian
pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain
yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk
pengganti sanksi pidana, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang
dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan
menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak
korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Hal
ini menguntungkan bagi kedua pihak sebab upaya penyelesaian perkara pidana di
luar proses pengadilan merupakan hasil kesepakatan dari para pihak yang terlibat
dengan perantara pihak ketiga yang bertugas memposisikan pelaku tindak pidana

dan korban dalam level yang sama.®*

. Proses Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal

Sama halnya dengan proses penyelesaian konflik yang lain mediasi juga
mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui. Secara umum tahapan mediasi
penal bisa dibagi ke dalam tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan

dan tahap pengambilan keputusan.'®

%1 |bid., Mediasi Penal: Alternatif..., 35.

192 Ahmad Ubbe, “Mediasi Penal dan Peradilan Adat: Refleksi Atas Bentuk Perlindungan Hukum
Bagi Masyarakat yang Menyelesaikan Perkara Melalui Peradilan Adat”, https://bphn.go.id,
diakses pada 23 Maret 2019.
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a. Tahap Persiapan

Dalam proses mediasi, seorang mediator perlu mendalami lebih dulu apa
yang menjadi pokok sengketa para pihak yang akan didiskusikan dalam
mediasi tersebut. Pada tahap ini juga mediator biasanya berkonsultasi dengan para
pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir,

durasi waktu mediasi dan lain lain.

b. Tahap Pelaksanaan

Yang pertama kali dilakukan dalam tahap ini adalah pembentukan forum,
yaitu sebelum dimulainya mediasi, antara mediator dan para pihak menciptakan
atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk dimulailah mediasi dan

mediator mengeluarkan pernyataan pendahuluan.

c. Tahap Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator
untuk mengevaluasi pilihan, mendapatkan trade off dan menawarkan solusi,
memperkecil perdebatan-perdebatan dan mencari basis yangi adil bagi alokasi
bersama. Sehingga akhirnya para pihak yang sepakat berhasil membuat

keputusan bersama.

Dalam pelaksaaan tahap-tahap mediasi yang telah diuraikan di atas,
terdapat berbagai model praktik dari Mediasi Penal. Dalam “Explanatory
Memorandum” dan Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 Tentang

“Mediation in Penal Matters” terdapat ebberapa model mediasi penal,



62

diantaranya sebagai berikut: Informal Mediation; Traditional Village or Tribal
Moots; Victim-Offenders Mediation; Reparation Negotiation Programmes;

Community Panels or Courts;dan Family and Community Group Confrences.'®

Mediasi informal (Informal Mediation) dicetuskan oleh personil Jaksa
Penuntut Umum. Dalam hal ini pihak-pihak diundang melakukan penyelesaian

informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan.’®*

Sementara pada model Traditional Village or Tribal Moots, sengketa
diolah melalui pertemuan seluruh warga masyarakat. Dengan demikian
pertemuan ini dimaksudkan untuk keuntungan masyarakat. Sedangkan model
Informal Mediation bertujuan menghalangi sengketa untuk kepentingan pelaku

dan korban.*%®

Pelaksanaan “Victim-Offenders Mediation”, melibatkan korban, pelaku
dan mediator. Model “Victim-Offenders Mediation”, menampilkan mediator dari
kalangan pejabat formal atau independen atau gabungan di antara keduanya.
Pelaksanaan model ini dapat diadakan di setiap tahap proses kebijakan polisi,

jaksa dan pemidanaan.'®

Victim-Offenders Mediation bergerak dalam berbagai bentuk; Pertama,
mengenai kesepakatan pihak-pihak, apakah tuntutan akani dilanjutkan atau

berakhir padai perdamaian. Model ini diterapkan di berbagai negara seperti

193 \hid., Mediasi Penal dan Peradilan Adat..., 7.
194 1pid.
1% 1pid.
1% 1pid.
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Belgia dan Austria; Kedua, adalah bentuk alternatif dalam proses litigasi hukum
pidana atau diversi. Penerapan diversi dilakukan di Belanda dalam bentuk
dading yakni negosiasi pembayaran ganti rugi; Ketiga, kesepakatan dalam
koridor hukum pidana konvensional setelah terjadi penghukuman. Di sini tujuan

persepakatan adalah untuk perdamaian atau pemaafan.*”’

Reparation Negotiation Programmes diterapkan untuk menilai
kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pembuat delik kepada
korban. Pelaksanaan Reparation Negotiation  Programs jatuh pada saat
pemeriksaan di persidangan. Penerapannya tidak sampai pada rekonsiliasi,
tetapi hanya untuk perbaikan materiil. Pembuat delik dikenakan program kerja

utuk ganti rugi atau kompensasi.'%

Community Panels or Courts dilaksanakan dengan mengalihkan kasus
pidana dari penuntutan ke prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan

informal, dengan melibatkan mediator atau negosiator.'*

Adapun Family and Community Group Confrences, dilaksanakan dengan
melibatkan partipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan
Family and Community Group Confrences, melibatkan bukan hanya korban,

tetapi juga pelaku dan warga masyarakat lainnya.''

Y7 \bid. Mediasi Penal dan Peradilan Adat...
1% 1pid.
199 1pid.
19 pid.
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Setelah mengamati dan memahami berbagai model praktik mediasi penal,
yang paling kompatibel dengan penyelesaian kasus KDRT adalah Victim-
Offenders Mediation dan Family and Community Group Confrences. Dua model
ini memungkinkan pertemuan antara pelaku dan korban dalam tingkat yang setara
dengan perantara mediator. Selain itu, kedua model mediasi ini memungkinkan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Selain mencari solusi dan
penyelesaian terbaik diantara para pihak, diskusi juga bisa berbuah tindakan
preventif yang bisa diambil measyarakat dan sanksi sosial macam apakah yang

dapat dilimpahkan kepada pelaku.



BAB IV

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN

PERKARA KDRT MELALUI MEDIASI PENAL DI INDONESIA

A. Tinjauan Proses Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga

(KDRT) Melalui Mediasi Penal di Indonesia

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, enurut ketentuan
Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga Pasal 1 ayat (1), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, dan/atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.™

Jika diuraikan lebih lanjut, maka ada beberapa jenis kekerasan yang dapat

kita cermati dari undang-undang ini, diantaranya:**?

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,

jatuh sakit, atau luka berat. (Pasal 6);

111 Yndang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang..., 2.
12 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam..., 83-84.
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2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan ,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,
rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

(Pasal 7);

3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang
dilakukan tehadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga
tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual
terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan

orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8);

4. Penelantaran rumah tangga, juga dimasukkan dalam pengertian
kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam
lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya
atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan
penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi
atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar

rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9);

Seperti halnya dalam sebuah perbuatan pidana (delik), selalu terdapat dua
pihak, yakni pelaku dan korban. Penderitaan yang dialami oleh korban
nampaknya selalu luput dari mata petugas maupun masyarakat. Karena seringkali

korban menjadi korban ganda, yaitu mulai saat ia menceritakan kembali kasus
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yang dialaminya, sampai di muka persidangan. Bagaimanapun juga dengan
keharusan korban untuk menceritakan kembali secara berulang-ulang kasus
kejahatan yang menimpanya, membuat korban merasa tertekan. Seperti
pengalaman seorang responden yang mengaku bahwa menceritakan kembali
secara berulang-ulang kasus kejahatan yang menimpanya membuatnya sulit untuk
melupakan perstiwa yang ia alami. Belum lagi ketika sidang di muka pengadilan,
korban merasakan perasaan marah, malu, dan tertekan ketika berhadapan
langsung dengan pelaku. Karena itu, dalam hal ini perlu ada pendamping yang
menemani korban dari tahap awal pelaporan kasus hingga ke tahap

persidangan.**®

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap tindak pidana, korban
mengalami kerugian, baik materiil maupun non materiil. Kerugian materiil berupa
kehilangan barang-barang yang menjadi milik korban. Kerugian semacam ini
lebih kepada nilai ekonomis. Sedangkan kerugian non materiil lebih bersifat
psikis/mental, dan berkaitan dengan kondisi kejiwaan korban. Kalau korban
tidak bisa melupakan peristiwa yang menimpanya, hal itu bisa menyebabkan

gangguan kejiwaan.'**

Selain mengalami kerugian materiil dan non materiil, korban juga
mengalami penderitaan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.
Penderitaan jangka pendek dapat langsung hilang dalam jangka waktu yang

singkat. Korban segera bisa melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal ini

13 1hid., Kekerasan dalam..., 123.

14 1bid.
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berbeda sengan penderitaan jangka panjang, penderitaan korban berlangsung
berkepanjangan dan bisa berdampak pula pada aktivitas korban, serta kesehatan

fisik dan psikisnya.'*®

Dalam perkembangan hukum pidana modern, terutama dalam kasus
kekerasan dalam rumah tangga, memiliki pilihan untuk menyelesaikan kasus
secara non-penal atau melalui pengadilan yang semestinya ataukah dengan cara

penal melalui mediasi.

Jika korban memilih untuk membuat aduan, maka proses penyelesaian
perkara pidana akan berlangsung sebagaimana mestinya, hingga sampai ke tahap
pengadilan. Terdapat beberapa ketentuan hukum pidana kekerasan dalam rumah

tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diantaranya:

Pasal 44:

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga sebagaiana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).'*

(2) Dalam hal perbuatan seperti yang disebutkan dalam ayat (1)
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda
paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).**’

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00
(empat puluh lima juta rupiah).**®

1% 1hid., Kekerasan dalam..., 124.
1 Ibid., 94.

17 1bid.

18 1bid.
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(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk mengerjakan pekerjaan
jabatan, atau mata pencaharian, atau kegiatan sehai-hari dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling
banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”**

Kemudian pasal ini perlu dikaitkan dengan Pasal 51 dari undang-undang

yang sama, yang berbunyi: “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

59120

Selanjutnya, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasaan psikis pada lingkup

rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). %

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menumbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah).”122

Pasal 44 berkaitan dengan Pasal 52 dari undang-undang yang sama, yang

berbunyi: “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

ayat (2) merupakan delik aduan.

59123

119

120 1bid., 95.
121 1bid.
122 1bid.
123 1bid.

Ibid. Kekerasan dalam...
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Adapun Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud pasa Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12
(dua belas tahun) atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enak juta

rupiah).*?*

Pasal 46 tersebut berkaitan dengan Pasal 53 dari undang-undang yang
sama, yang berbunyi: “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau

sebaliknya merupakan delik aduan.”*®

Segala yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut kiranya
merupakan pedoman bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,
dan bagi korban sendiri sebagai sebuah jaminan akan ditegakkannya keadilan

di bidang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Namun jika kita amati, justru tindak kekerasan pada istri (yang dilakukan
oleh suami), dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada kalau tindakan tersebut
dilakukan kepada mereka (selain istri) yang ada dalam lingkup rumah tangga.
Tidak dijelaskan apa dasar pertimbangan adanya pidana yang lebih ringan

tersebut.?®

124 |pid., Kekerasan dalam...,

12 1bid.
12 1bid., 95.



71

Selanjutnya mengenai pembuktian, pembuktian mengenai perkara-perkara
yang menyangkut kejahatan (tindak pidana) dalam rumah tangga seringkali sangat
sulit, kecuali kalau kejahatan tersebut telah diketahui oleh banyak orang, selain
anggota rumah tangga tersebut. Hal ini sering terjadi karena kejahatan-kejahatan
tersebut sering ditutupi oleh korban, maupun anggota keluarga yang lain. Selain
itu, pelaporan kasus yang cenderung terlambat oleh korban maupun anggota
keluarganya membuat visum et repertum sulit dilakukan. Kebiasaan semacam ini
bisa saja menghilangkan bukti vital kasus kekerasan yang telah terhjadi pada
korban. Karena itulah pada beberapa kasus tindak pidana (kejahatan) dalam rumah
tangga, apabila tidak berakibat fatal pada korban, pada umumnya diselesaikan

secara kekeluargaan, misalnya dengan mediasi pidana (mediasi penal).

Ridwan Mansyur mengutip dari Muzlih MZ, mediasi merupakan suatu
proses penyelesaian pihak- pihak yang bertikai untuk memuaskan mereka dan
mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral
(mediator). Dasar hukum dari pelaksanaan mediasi dapat ditemukan dalam
UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar
pengadilan, yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau alternative dispute

resolutions.*?’

Sebagaimana yang telah dikutip olenh Barda Nawawi Arief, Ms.

Toulemonde (Menteri Kehakiman Prancis) berpendapat bahwa mediasi penal

27 Ludfi, et.al, Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian..., 33.
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(penal mediation) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan

kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”.

Dalam penyelesaian perkara pidana secara penal, biasanya selalu ada
penjatuhan pidana oleh hakim. Hal ini secara filosofis terkadang dianggap tidak
memuaskan bagi beberapa pihak. Karena itulah alternatif penyelesaian ini muncul

sebagai jawaban dari ketidakpuasan itu.

Keuntungan utama dari penggunaan mediasi penal dalam menyelesaikan
kasus-kasus pidana, termasuk perkara KDRT adalah bahwa pilihan penyelesaian
pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain
yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk
pengganti sanksi pidana, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang
dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan
menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak
korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Hal
ini menguntungkan bagi kedua pihak sebab upaya penyelesaian perkara pidana di
luar proses pengadilan merupakan hasil kesepakatan dari para pihak yang terlibat
dengan perantara pihak ketiga yang bertugas memposisikan pelaku tindak pidana

dan korban dalam level yang sama.'?

Dari pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa ada beberapa model

mediasi penal, diantaranya: Informal Mediation; Traditional Village or Tribal

128 |bid., Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian..., 35.
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Moots; Victim-Offenders Mediation; Reparation Negotiation Programmes;

Community Panels or Courts;dan Family and Community Group Confrences.

Setelah mengamati dan memahami berbagai model praktik mediasi penal,
yang paling kompatibel dengan penyelesaian kasus KDRT adalah Victim-
Offenders Mediation dan Family and Community Group Confrences. Dua model
ini memungkinkan pertemuan antara pelaku dan korban dalam tingkat yang setara
dengan perantara mediator. Selain itu, kedua model mediasi ini memungkinkan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Selain mencari solusi dan
penyelesaian terbaik diantara para pihak, diskusi juga bisa berbuah tindakan
preventif yang bisa diambil masyarakat dan sanksi sosial macam apakah yang

dapat dilimpahkan kepada pelaku.

. Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kekerasan

dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mediasi Penal di Indonesia

. Tinjauan Magasid Al-Syari’ah Terhadap Proses Penyelesaian Perkara KDRT

Melalui Mediasi Penal di Indonesia

Secara etimologi, magasid al-Syari’ah berarti maksud atau tujuan
disyariatkannya hukum Islam. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya
adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari
mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan Allah SWT mensyariatkan
hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk

menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dapat
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dicapai melalui taklif, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pemahaman
sumber hukum yang utama, yakni Al-Quran dan Hadits. Menurut para ahli ushul
figh, terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam
rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kelima unsur pokok
tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan
mencapai kemaslahatan, jikala ia dapat mewujudkan dan memelihara kelima
aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya kemafsadatan bila ia
tidak dapat memenuhi kelima aspek tersebut.**® Diantara kelima aspek tersebut,
salah satu aspek yang tak kalah pentingnya bagi kelangsungan hidup umat
manusia adalah keturunan, yang mana dalam memperolehnya melalui jalinan

pernikahan.

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan. Dalam
perkawinan iniah diatur hubungan yang sah halal dan sah antara laki-laki dan
perempuan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan
meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT
mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi
ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan
mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Sebagai akibat,
keturunan yang dihasilkan tidak memiliki kehormatan dimata Allah maupun

masyarakat.

129 Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum..., 123.
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Karena itulah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah dan
mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak

hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti.**°

Nikah merupakan syariat yang paling tua, karena adanya pernikahan antara
laki-laki dengan perempuan sudah ada semenjak Allah SWT menciptakan
manusia pertama, yaitu Nabi Adam AS dan istrinya Hawwa. Oleh karena itu,
hikmah dan filsafat nikah sangat banyak dan tidak terhitung, sebanyak filsafat
dan adat serta keyakinan masing-masing budaya di dunia. Dan Islam, dalam
memandang pernikahan sebagai ajaran agama yang sakral dan suci yang
memiliki banyak hikmah dan penuh muatan filsafat, yang diantara hikmah dan

filsafat nikah adalah sebagai berikut;***

1. Allah menciptakan bumi dan seisinya ini untuk diolah dan dimanfaatkan
olen umat manusia, sebagaimana difirmankan-Nya dalam Q.S Al-
Bagarah:29;

U 35l 55 laaa Y1 d e 280 1A 53] 5h

sle ool 05 3h 5 0 Clslai adie Gh1Gmd clald) )

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu
sekalian manusia...”*2

130 Bysyro, Dasar-dasar..., 153.

131 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum...,147-148

132 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2008),
5
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Dibutuhkan banyak spesies manusia untuk mewujudkan kehidupan yang
seimbang di dunia ini. Hal tersebut memungkinkan sesama manusia untuk
hidup dan saling membantu serta bergenerasi dari masa ke masa. Hal ini
dapat direalisasikan dengan sebuah pernikahan.

2. Ketika seorang laki-laki memenuhi kodratnya dan disibukkan dengan
aktivitasnya mencari nafkah, ia tidak memiliki waktu yang banyak untuk
mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus rumah dan
sebagainya sebab lelahnya ia berkerja. Maka ia membutuhkan seorang
teman  hidup (perempuan) yang ~mampu mengurus  urusan
kerumahtanggaan serta menjadi pendamping hidupnya, yakni seorang istri

sah, sebagaimana Allah jelaskan dalam Q.S Al-Rum:21***;

| 538LE0 LA 551 280si] G 281 GIA G a8l B
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Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dna

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berpikir.**

3. Ada suatu bagian dari naluri manusia yang harus disalurkan, yakni hawa

nafsu. Menikah adalah satu-satu jalan yang sah untuk mencukupi

kebutuhan seksual manusia dalam menyalurkan hasratnya. Oleh karena

itu Nabi Muhammad SAW menganggap bahwa nikah termasuk

33 \bid. Filsafat Hukum...

134 Departemen Agama RI, Al-Quran dan..., 406.
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pelengkap kesempurnaan agama seorang muslim. Karena dengan
menikah, seorang muslim mampu mengendalikan syahwatnya dan
menundukkan pandangan matanya dari melihat perempuan lain, sebab
pada hakikatnya apa yang ada pada perempuan yang ia lihat itu ada pula
pada istrinya. Sebab itulah diantaranya hikmah nikah adalah untuk
menjaga kehormatan dari maksiat dan zina.*®
4. Manusia adalah social creature yang artinya ia akan selalu membutuhkan
orang lain, baik ketika masih hidup atau setelah meninggal dunia. Melalui
pernikahan, perwujudan manusia sebagai makhluk sosial itu dapat
dipenuhi. Karena kelas suami, istri dan anak-anak serta anggota keluarga
yang lain akan merealisasikan hal tersebut dengan membantu dan
memenuhi kebutuhan satu sama lain. Saat di dunia, istri dan anak dapat
membantu pekerjaan rumah dan penolong ketika sakit, sedangkan ketika
sang ayah meninggal dunia, maka doa dari anak-anaknya yang saleh adalh
satu-satunya bantuan besar yang paling diperlukan, karena doa anak saleh
adalah salah satu dari tiga amalan yang dapat memberikan manfaat bagi
mayit™®
Oleh karena agung dan sakralnya nikah, sehingga tergolong salah satu
bagian dari ibadah, bahkan hubungan suami istri tercatat sebagai pahala sadagah.

Maka salah seorang ulama Hadratul Yaman, yaitu Syekh Ali bin Abu Bakar al-

Sakran menganjurkan untuk membangun niat yang baik dan suci ketika menikah,

1% 1bid., Filsafat Hukum..., 149.

38 \bid., Filsafat Hukum...,149-150.
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antara lain berniat untuk mencapai ridla Allah, upaya mendapatkan anak saleh,
,memperbanyak umat Muhammad SAW, harapan mendapat doa dari anak-anak
saleh, penjagaan diri dari godaan setan dan sahwat, menjaga kehormatan
kemaluan dari maksiat, dan lain-lain lagi seperi apa yang pernah diniatkan oleh
para nabi dan orang-orang saleh ketika mereka menikah.**’

Konsep kehidupan keluarga dalam Islam menempatkan semua anggota
keluarga dalam porsi dan posisi yang sesuai dengan fitrah masing-masing. Suami
memiliki hak yang lebih besar daripada istri karena ia berperan sebgai kepala
rumah tangga. Sedangkan perempuan sebagai seorang istri mempunyai hak dan
kewajiban sesuai dengan kodrat dan fitrahnya sebgai seorang perempuan. Seorang
anak pun juga memiliki hak untuk disayangi dan memiliki kewajiban untuk

menghormati orang tuanya.*

Bahkan bagi seorang pembantu rumah tangga mempunyai hak untuk
mendapatkan upah yang layak, untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan
kemampuannya juga wajib mengikuti aturan yang diteteapkan oleh majikannya
selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan perundang-undangan yang
berlaku. Juga berhak mendapatkan teguran apabila lalai terhadap tugasnya atau
menyebabkan suatu kecelakaan kepada keluarga tersebut.’** Semua anggota
rumah tangga memiliki peran dan posisi masing-masing yang harus dijaga dan

dihargai oleh satu sama lain.

37 bid., 151.
138 Abd. Wahed, Analisis Hukum Islam terhadap..., 35
139 I pid.
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Tidak ada jalan yang sempurna, begitu juga dalam pernikahan. Ada
kalanya dalam pernikahan timbul problema rumah tangga yang dapat memicu
keretakan rumah tangga dan pada akhirnya berujung pada tindak kekerasan dalam
rumah tangga. Problem yang mungkin menjadi pemicu ini bersifat sangat variatif,
mulai dari tuntutan material, orang ketiga, kurangnya komunikasi, maupun
campurtangan orang luar atau masyarakat terhadap kehidupan rumah tangga yang

bersangkutan.'4°

Meski begitu menilik kembali bahwa pernikahan merupakan satu dari
syariat Islam yang paling tua dan bertujuan mulia yakni memperoleh keturunan,
maka sangat disayangkan apabila sebuah pernikahan rusak begitu saja tanpa
adanya upaya untuk memperbaiki sebelumnya. Memang kekerasan rumah tangga
bukanlah hal yang bisa begitu saja ditolerir oleh sebagian besar pihak, apalagi
bagi pihak korban yang telah menerima penderitaan psikis mapun penderitaan

fisik dari pernikahan yang ia telah ia jalani.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga memang telah kita
ketahui dapat melalui dua jalur, yakni jalur penal dan non penal. Dilihat dari sisi
magqasid al-syari’ah, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan
jalur penal melalui mediasi lebih bisa menegakkan hak seorang individu sebagai

korban.

Keturunan mungkin menjadi salah satu dari kelima unsur pokok yang

harus dipelihara dan diwujudkan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan

140 M. sayyid Ahmad Al-Musayyar, Figih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga,
(Jakarta: Penerbit Erlangga), 221.
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akhirat, namun ada unsur-unsur lain yang harus dijaga sebelum itu yakni agama,
jiwa, dan akal. Seringkali dalam peradilan secara penal, hanya hak-hak dan
kelangsungan nasib terdakwa saja yang ditegakkan, namun korban tidak mendapat
pertanggungjawaban atas penderitaan yang telah dilaluinya. Karena itulah dalam
proses mediasi penal inilah korban dan pelaku bisa bertemu dalam kedudukan
yang setara. Dengan perantara mediator dan partisipasi tokoh masyarakat, para
pihak yang terlibat bisa membicarakan kompensasi terbaik yang bisa diberikan

pelaku atas tindak kejahatannya terhadap korban.

. Tinjauan Teori Pemaafan Terhadap Proses Penyelesaian Perkara KDRT Melalui

Mediasi Penal di Indonesia

Secara istilah, al - ‘afwu sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama ahli
ushul Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al Razy adalah setiap
pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi
terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.'** Konsep al-‘afwu itu
sendiri merupakan satu konsep penyelesaian perkara praktis berupa pemaafan
dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi
korban memiliki pilihan untuk memintai diyat (kompensasi) atau tanpa

kompensasi.

Dalam makalahnya, Syahrul Anwar menjelaskan penerapan Teori
Pemaafan dalam pidana pembunuhan. Bahwa antara gisas maupun diyat berada

dalam keputusan keluarga korban. Dan bahwa adalah sebuah kebaikan jika

1 Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya Al-Razy, Mujmal ..., 472.
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keluarga korban mau memafkan pelaku pembunuhan sehingga menggugurkan
semua hak yang berkaitan dengannya. Tapi karena diyat adalah sebuah kewajiban
dan tanggung jawab kepada Allah, maka seandainya keluarga korban melakukan
pemaafan terhadap qisas, maka pelaku atau keluarganya wajib membayar diyat,

baru setelah itu gisas gugur baginya.*?

Mediasi penal memiliki relevansi kuat dengan teori pemaafan ini, sebab
hak otonom untuk memilih hukuman yang dikenakan terhadap pelaku ada pada
tangan korban dan pihak keluarga. Melalui mediasi penal, keadilan bagi korban
lebih bisa dijustifikasi, sebab korban secara langsung bisa ikut menyaksikan
proses mediasi dari awal sampai akhir dan ikut campur di dalamnya. Hal ini tidak
bisa dilakukan begitu saja jika pihak-pihak yang terlibat memilih untuk
menyelesaikan perkara KDRT melalui dalur pengadilan, di mana pihak yang
‘vokal’ dan memberikan pengaruh adalah praktisi hukum yang terlibat dalam

perkara tersebut.

Melalui mediasi penal pula, pelaku bisa mengetahui dan melihat secara
langsung dampak dari kejahatan yang telah ia lakukan kepada korban. Korban
juga bisa mempertimbangkan pertanggungjawaban apa yang bisa ia pinta dari
pelaku, misalnya kompensasi secara materiil, ataupun secara immateriil seperti
permintaan maaf dari pelaku dan penjelasan atas apa yang ia lakukan pada korban.
Dalam forum mediasi penal, korban juga bisa memilih apakah ia bisa memaafkan

pelaku atas tindakannya atau tidak. Sebab ada faktor psikologis yang besar dalam

142 Syahrul Anwar, Teori Pemaafan...
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sebuah tindak pemaafan jika korban bersedia memaafkan pelaku atas tindak

kejahatan yang telah ia lakukan.

. Tinjauan Restoratif Justice Terhadap Proses Penyelesaian Perkara KDRT Melalui

Mediasi Penal di Indonesia

Dalam karyanya, Tony Marshall mengemukakan bahwa Keadilan
Restoratif adalah sebuah pendekatan pemecahan masalah kriminalitas yang
melibatkan pihak-pihak terkait dan masyarakat secara umum dalam sebuah relasi

di hadapan penegak hukum.”**

Konsep keadilan restoratif memungkinkan penyelesaian perkara pidana di
luar jalur pengadilan. Penyelesaian perkara semacam ini sekarang mulai sering
dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu
menjangkau pemecahan masalah sebenarnya tanpa mengurangi rasa keadilan.
Walaupun beberapa praktisi dan ahli hukum masih ada yang berpendapat bahwa
alternative dispute resolution (penyelesaian perkara di luar pengadilan) hanya
dapat diterapkan untuk perkara perdata saja, sebab pada asasnya perkara pidana
tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Konsep keadilan restoratif dapat
ditemukan dalam mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan oleh mediasi
penal sangat signifikan dalam proses penegakan keadilan, walaupun mungkin
prosesnya tidak sesuai dengan legal system. Perumusan kaidah hukum

penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal didasarkan paa cita-cita hukum

%3 Tony E. Marshall, Restorative Justice... , 5
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itu sendiri. Oleh karena itu, pola mediasi harus didasarkan pada nilai keadilan,

nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan.**

Konsep keadilan restoratif juga membawa harapan cerah bagi
perlindungan hukum untuk korban KDRT. Keterlibatan korban dalam proses
mediasi penal meliputi perbaikan material, memperbaiki emosi termasuk harapan,
perbaikan harga diri, dan kehormatan, dan yang paling penting adalah keterlibatan

penuh terhadap jalannya kasus.

Melalui penyelesaian perkara KDRT dengan mediasi penal, diharapkan
pemulihan bagi korban dapat terealisasi, tujuan pemidanaan bagi pelaku akan
berhasil dan ketertiban masyarakat pun dapat tercapai. Sebab mediasi penal
yang berlatarbelakang konsep keadilan retsoratif, merupakan salah satu alternatif
untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Keadilan yang akan

diperoleh semua pihak, baik oleh pelaku, korban, maupun kalangan masyarakat.

144 satrio Putro Wihanto, et.al, Implementasi Mediasi..., 11.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1), Kekerasan dalam Rumah
Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
dan psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.**°

Dalam proses penyelesaian perkara KDRT melalui Mediasi Penal, ada tiga
tahap yang harus dilewati oleh pihak-pihak yang terkait, yakni: tahap
persiapan; tahap pelaksanaan; dan tahap pengambilan keputusan. Dalam
Tahap Persiapan, mediator akan mendalami kasus dengan berkonsultasi
dengan kedua belah pihak. Selain itu, mediator juga mendiskusikan waktu
dan tempat serta siapa saja yang akan hadir dalam mediasi. Dalam Tahap
Pelaksanaan, pembentukan forum antara pihak-pihak yang hadir dimulai.
Setelah forum terbentuk, mediasi dimulai dengan adanya pernyataan

pendahuluan dari mediator. Kemudian pada Tahap Pengambilan Keputusan,

1% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang..., 2.
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para pihak saling bekerja sama dengan perantara mediator, mengevalusi

pilihan dan memilih solusi yang paling tepat untuk kedua belah pihak.

Selain itu dari pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa ada beberapa
model mediasi penal, diantaranya: Informal Mediation; Traditional Village
or Tribal Moots; Victim-Offenders Mediation; Reparation Negotiation
Programmes; Community Panels or Courts; dan Family and Community

Group Conferences.

Setelah mengamati dan memahami berbagai model praktik mediasi penal,
yang paling kompatibel dengan penyelesaian kasus KDRT adalah Victim-
Offenders Mediation dan Family and Community Group Confrences. Dua
model ini memungkinkan pertemuan antara pelaku dan korban dalam tingkat
yang setara dengan perantara mediator. Selain itu, kedua model mediasi ini
memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Selain
mencari solusi dan penyelesaian terbaik diantara para pihak, diskusi juga bisa
berbuah tindakan preventif yang bisa diambil masyarakat dan sanksi sosial

macam apakah yang dapat dilimpahkan kepada pelaku.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan penulis dalam meneliti proses
penyelesaian perkara KDRT memalui medisi penal adalah Teori Magasid Al-

Syari’ah, Teori Pemaafan Pidana, dan Teori Restorative Justice.

Dari segi Teori Magasid Al-Syari’ah yang tujuan utamanya adalah
memperoleh kemaslahatan, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah

tangga dengan jalur mediasi penal lebih bisa menegakkan hak seorang
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individu sebagai korban. Seringkali dalam peradilan secara non-penal hanya
hak-hak dan kelangsungan nasib terdakwa saja yang ditegakkan, namun
korban tidak mendapat pertanggungjawaban atas penderitaan yang telah

dilaluinya.

Dari segi Teori Pemaafan, mediasi penal memiliki relevansi kuat dengan teori
pemaafan ini, sebab hak otonom untuk memilih hukuman yang dikenakan
terhadap pelaku ada pada tangan korban dan pihak keluarga. Melalui mediasi
penal, keadilan bagi korban lebih bisa dijustifikasi, sebab korban secara
langsung bisa ikut menyaksikan proses mediasi dari awal sampai akhir dan
ikut campur di dalamnya. Korban juga bisa mempertimbangkan
pertanggungjawaban apa yang bisa ia pinta dari pelaku, misalnya kompensasi

secara materiil, ataupun secara immateriil.

Dari segi Teori Restorative Justice yang memungkinkan penyelesaian
perkara pidana di luar jalur pengadilan, pelaksanaan mediasi penal bukanlah
hal yang mustahil lagi. Penyelesaian perkara semacam ini sekarang mulai
sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan
lebih mampu menjangkau pemecahan masalah sebenarnya tanpa mengurangi
rasa keadilan, meskipun ada beberapa ahli yang berpendapat sebaliknya.
Namun karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat
signifikan, banyak yang berpendapat bahwa mediasi penala adalah salah satu

harapan baru dalam penyelesaian perkara pidana.
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B. Saran

Penelitian mengenai proses penyelesaian perkara kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT) perlu dikaji lebih luas lagi dalam penelitian yang
selanjutnya, apalagi belum banyak peneliti yang melihat dari sudut pandang
filsafat hukum. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini, masyarakat
bisa menyadari bahwa ada jalur penyelesaian lain dari perkara kekerasani dalam
rumah tangga selain membawanya ke ranah pengadilan, yakni dengan melalui

mediasi penal.

Selain itu, penulis juga berharap bahwa hasili penelitiani inii mampui
menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait bahwa kekerasan dalam
rumah tangga adalah suatu tindak kejahatan yang dapat dipidana dan bukan
sesuatu yang dapat ditutupi atau diterima begitu saja oleh pihak korban. Salah satu
kendala besar dari penanganan perkara kekerasani dalam rumah tangga adalah
korban yang merasa lebih inferior dari pelaku, korban merasa malu, dan
menganggap bahwa apa yang ia alami adalah hal yang biasa ia dapatkan serta

bukan sesuatu yang patut dilaporkan.

Seorang manusia tentunya tidaki luputi dari kekurangan dan kesalahan.
Jika dalam penelitian ini masih terdapat materi yang luput dari pembahasan, maka
penulis terbuka terhdap semua kritik dani saran dari pembaca yang berniat baik
untuk mengembangkan penelitian ini dengan harapan kemajuan di bidang

hukum pidana.
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